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Untuk dan atas namaPenyedia
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SANGGA

PT NAWASANGGA SUKSES

Ahmad Alfisyahrin A.H.
Direktur

SYAXAT T,'MT.'M
SI.'RAT PERINTAII KERIA (SPM

LINGKUP PEKE&JAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeriaan dalam iangka
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waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

Uraian pekerjaan Placement ads Passenger Information Display pada Commuter Line
dalam Rangka Optimalisasi Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai
berikut:
a) Menyediakanmedia promosi di Commuter LinelI(RL;
b) Menyediakanlaporun.

2, HUKUMYANG BERTAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelah.sanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. }IARGA SPK

a. PejabatPenandatangan Kontrak menrbayarkepada penyedia sebesar harga SPK.

b. Harya SPK telah memperhitungkan keuntungan rbeban pajak danbiaya overhead *rta
biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

c. Rincian harga SPK sesuai dengan fincian yang tercantsm dalam daftar l<uantitas dan
harga.

4, HAK KEPIMILIKAN
a. Pejabat Penandatzngan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang

terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh
penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secura
opfimal pengalihan hak kepemilikan tersebutkepadaPejabatPenandatzngan Kontrak
sesuai dengan hukum yangberlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak tetap pada Pqabat Penandatangan Kontrak, dan semua
peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat. Penandatangan Kontrak pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlulan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yant sama pada saat diberikan kepada
peny edia dengan pengecualtan keausan alrc.b at pemakaian y ang w aj ar.

5. CACATMUTU
Pejabat Penandabngan Kontrak akan memerilaa setiap hasil pekerjaan penyedia dan
memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mat:t yang ditemukan. Pejabat
Penandatangan Kontrak dapat memerintahtan penyedia untuk menguji pekerjaan yang
dianggap oleh Yejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia
befianggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAIAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutanlain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlalcu atas pelaksanaan SPK, Semua
pngeluarun perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7, PENGATIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontra?*an sebagian atau
seluruh p,keqaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian namapenyediarbaik sebagai a?,tbatpeleburan (mergei atau akibatlainnya.

8. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh paru pihak atau pada

tanggalyang ditetaptan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat

Perintah Mulai Kerja.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerlaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia hdak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat
melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi seiak Surat Perintah
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Mulai Kerja sampai dengantanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan perulatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinyakecelaluan,

pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pela?sanaan pke$aan, atas segala
risiko terhadap kecelatr,aan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang adak
dapatdidaga;

D pihak ketiga sebagai akibatkecelakaan di tempatkerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitung?.an dalam penawatan dan termasuk dalam

harga SPK,

10. PENANGGLINGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung txtpa

batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk
tanftfian, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gagatan atau
luntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikena?.an terhadap
Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari
lunhttan tersebut disebablan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan
Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul danhal-hal berikut terhitung sejak
tanggal mvlai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan bedta acara
penyerahan al&tir;
1 ) kehilangan atau kerusakan peralatan dan hafiabenda penyedia dan Personell
2) cider a lubuh, sakit atau kema$an Pe rsone l l dan / atau
3) kehilangan atau kerusakan hartabenda, cideru tubuh, sakit atau kematran pihak

larn.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerla sampai dengan ia;nggal penandatangananbefita

acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini
merupah,an risiko penyedia, kecuali kerugian atau kentsakan tersebut dia?,rba*an
olehkesalahafl ataakelalaianPe jabatPenandatanganKontrak.

c. Pertanggungan asatansi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggung an dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai
batas al<hir garansi, harus diperbaikt, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
E;nggungannya sendiri jika kehilangan atan kerusakan tersebut tarJadi abbat
trndakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMIRIKSAAN
Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap pelal<sanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat
Penandatangan Konffak dapat memefintahkan kepada pihak lain untuk melakulcan

Wngawasan danpemenlxsaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia.

12. PENGUJT.AN

JikaPejabatPenandatangan Kontrak atauPengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia
untuk melakukan pengujianCacatM'utayangttdak tercanfum dalam Spesifikasi Teknis
dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tercebut.lika ndak ditemukan adarrya
Cacat Mutu maka uji coba tsrsebut dianggap sr.bagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKE\IAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan *lama pela?,sanaan Kontrak terhadap kemajuan

pekerjaan dalam rungka Wngawasan kualifas dan waktu pelaknnaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan difiangkan dalamlaporan kemajuan hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerXaan, Pejabat Penandabngan Yantrak dapal
menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi
pela?,sanaan pkerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENITELISAIAN PEIGRJAAN
a. Kecuali SPK dipuhrskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pelaksanaan p,kerjaan pada tanggal mulai ke$a, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan progtam matu, sert4 menyelesaikan pekerlaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. .lika pekeciaan tidak selesai pada tan:tsgal penyelesaian disebabkan karcna kesalahan
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atau penyedia maka Wnyedia sanksi
haterlambalan.

c. Jika keterlan'tbatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi ma}a Pejabat
Penandatangan Kontrak memberikan tantbahan p,rpantrangan waktu penyelesaian
pekerlaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua peketjaan.

15. SERAH TERTMA PEKE&IAAN
a. Setelah pekerlaan selesai lOOo/o (serubts persen), penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepadaPejabatPenandatangan Kontrak untuk penyerahanp,kerlaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan

pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
c. PejabatPenandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat

dibanfi oleh pengawas pekerjaan dan/atau fim teknis.
d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerlaan, penyedia

wajib memperbuk,,t / menyelesaikannya , atas pefintah PejabatPenandatangan Kontrak.
e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil

pekerjaan dilalaanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

f. Pembayarun dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
harus menye ruh?,an Sertifikat Garansi.

16.;6 41* N BEBAS CACATMUTU/GARANST
a. Penyedia dengan jaminan pabikan dari produsen pabrih,an Qika add berkewajiban

unttrk menjamin bahwa selama Wng9nnaan secata wajarrBarung tidak mengandang
cacat mvtu yang disebabkan oleh andakan atau kelalaian Penyedia, atau caoat mutlt
alr,tbat desain, bahan, dan carakerja.

b. Jaminanbebas cacat mutu ini berlal<u selama masa Baransi berlaku.
c. Pejabat Penandalangan Konffak a?,an menyampaikan pembentahuan cacat mutu

t-epada Penyedia segera setelah ditemukan cacat muttt tersebut selama masa garansi
berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki, mengganh, dan/atau melengkapi Barang dalam
jangya waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Se*ifikat Garansi.

e. Jilra Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atat melengkapi Barang al<tbat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya p,rbaikan yang
diperlukan, dan Pejahat Penandatangan Kontrak secara langsung ataa melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melaku?,an perba*an
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk menbayar biaya perbaikan atau penggantran
tersebut sesuai dengan klaim yang diajakan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak.

f. Selain kewajiban penggantran biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat murht
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17, PERUBAHANSPK
a. SPK hanya dapat diabah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal tedapat perbedaan antara kondisi
lapanganpada saatpelaksanaan dengan SPK dan disetujui olehparu pihal meliputi:
1) menambahatau mengurangi volume yangtercantum dalam SPK;
2) menambah dan / atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
4) mengubah jadwal pela?sanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibants
P ej ab at Pe neliti P elaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikankepadapenyedia dalamhal sebagai berikut:

1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengrtbah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan peke4aan;

2) keterlantbatan pemb ay arun kepada
3l Pejabat Penandatangan Kontrak gambar - gambar, spesifikasi

dan / atau instruksi sesuai

penyedia;
fidak memberikan
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sesual aAwal;
5) Pejabat Penandatzngan Kontrak menginstruksilan kepada pihak penyedia untuk

melakukan pengujian tarrtbahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyatahdak
ditemukan kerusakan / kegagalan/ penyrmpangan;

6) PejabatPenandatangan Kontrak memerintahkan penundaanplaksanaanpekerlaan;
7) Pejabat Penandatangan Konkak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu

yang lidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluann lambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pkerlaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak
berkewajiban untuk membayar gannragi dan/atau memberikan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerj aan.

c. Ganti rugihanya dapat dibayarkan jila berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh p,nyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak,
dapatdibuktikankerugiannyataatrbatPeristiwaKompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberiV,an jih,aberdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibulxrh,an peflunya tambahan waktu ahbat
Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia ndakberhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan wakfu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan penngatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PEP.PANJANGAN WAKrU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian p,kerjaan akan melampaui

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasaflran data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak
berdasarlanptvobangan Pengawas Pekerjaan memperpanjangtanggal penyelesaian
pekerXaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum SPK.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan
setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yangdiajulra;n oleh penyedia.

20. PENGHENTI.AN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Pe nghentian SPK dap at dilakukan karcna terj adi Keadaan Ytahar .

b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerlaan yang telah drcapairtermasuk:
1)biaya langsung pengadaanbahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan

dan perlengh,apan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik PejabatPenandatangan
Kontralg

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PejabatPenandatangan Kontrak atau prhak

penyedia.
d. Menyimpang dafi Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

pemuhrsan SPK melalui pemberilahuan terfulis dapat dilal<*an apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yangberwenang;
D pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN danlatau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan drnyatakan benar oleh instansi
yangbemtenangl

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaikikelalaiannyadalam jangkawaktuyangtelahditetapl<an;

q penyedia tanpa persetujuan Pejabal Penandatangan Kontrak, tidak memulai
pelaksanaanpekerlaan;

5) penyedia menghentikan pel<erlaan dan penghentian ini tidak tercanfitm dalam
program mutu serta tznpa percetujuan P ejabat Penandalangan Kontrakl

6) penyedia berada ddamkeadaan pailit,
7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak

3 (trga)
Masa SPK Cacat Mutu dalam waktu
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yangdttetapkanolehPejabatPenandatanganKonhak;
9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda

pelaksanaan ataukelanjutanpekerjaan, danperintah tersebut tidak ditarik selama
28 (dua puluh delapan) hari;dan/atau

fi) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayarun
untuk pembayarun tagihan angsararn sesuai dengan yang disepakati x.bagaimana
tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karcnakesalahanpenyedia:
1) Sisa uangmuka harus dilunasi oleh Penyedia atauJaminan Uang Muka dicairkan

(apabila dibenkan);
2) penyedia membayar dendaketerlambatan (apabila ada); dan/ atau
3) penyedia dtkenak,an Sanksi Daftar Hitam.

f . Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Konkak tedibat
penyimpangan prosedur, melal<ukan KKN dan/ataa pelanggaran persaingan sehat
dalam pelal<sanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan
sanlsi berdasarkan perafiran perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajuh,an tagihan disertai laporun kemajuan hasil pekerjaan;
2)pembayarundilakukansecaraselaligaskepada:

Nama : FT Nawasangga Sukses Bersaadara
NamaBank : BankBCA
Nomor Rekening : 5470238307
NPWP :20.991.254.2-016.000

3) perrbayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
b, pembayaran teraHrir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen)

dan Beita Acara Serah Terima ditandatangani.
c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu Z (tujgh) han kerla setelah

pengajuan permin+aan pmbayarun dafi penyedia harus sudah mengatrak'an sarat
perminraan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
EPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memrnta
penyedia unfuk menyampaikan perhitungan prestasi *mentzra dengan
mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. Jika pekerjaan adak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pela?.sanaan pekerjaan

lr,arena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu
permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk selrap han keterlambatan atau
l/1000 (satu permil) dari nilal bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak
termasuk PPN).

b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurungi tanggung jawab
kontraktual penyedia.

23. PEI{YELESAI.AN PERSETISIHAN
Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-
sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau
berhabungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pel<erjaan. Jil<a perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mal<a
perselisihan akan diselesaikan melalai layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau
Pengadilan Negeri.

24. TARANGAN PEMBERTAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan
Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keunfitngan tidak sah lainnya baik
langsung maupun tidak langsung dan SPK ini. Penyedia menyetujui bahwapelanggarun
syarat ini merupakanpelanggaranyan9 mendasar terhadap SPK ini.
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